
ESS II I

SATUAN

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

“Mewujudkan 

"good 

governance" 

untuk 

meningkatkan 

kualitas dan 

pemerataan 

pelayanan 

publik”

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik

Nilai Reformasi 

Birokrasi (Angka)

BB Meningkatnya 

Kualitas 

Implementasi 

Reformasi 

Birokrasi

Nilai Reformasi 

Birokrasi

Tercapainya WTP Meningkatnya 

kinerja 

pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah

WTP WTP WTP Persentase Terwujudnya Kepatuhan 

Terhadap Kebijakan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah

Opini BPK terhadap 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Opini WTP WTP WTP WTP PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kapasitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Persentase Kualitas 

dan Kapasitas 

Pengelolaan 

keuangan Pemerintah 

Daerah

100% 100% 100% 100% Persentase       1.313.451.451.787,30      1.374.452.755.172,02       1.557.727.177.773,97      1.713.499.895.551,37 Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

Meningkatkan Kapasitas 

Anggaraan Daerah melalui 

penyusunan Perda & 

Pergub APBD

Persentase Perda dan 

Pergub APBD Murni dan 

Perubahan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

Meningkatkan Kapasitas 

Pelaksanaan dan 

Penatausahaan Keuangan

Persentase Realisasi 

Belanja sesuai dengan 

aturan dan persyaratan 

yang berlaku

98% 98% 98% 99% Persentase

Peraturan menteri 

dalam negeri 

Republik 

Indonesia No.64 

Th.2013 tentang 

Penerapan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

berbasis akrual 

pada Pemerintah 

Daerah, 

Peraturam 

Menteri Dalam 

Negeri Republik 

Indonesia No. 19 

Th 2016 tentang 

Pedoman 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah, 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 

Republik 

Indonesia No. 64 

Th. 2020 tentang 

pedoman 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Belanja Daerah 

TA 2021

Penilaian oleh 

Badan 

Pemeriksaan 

Keuangan 

berdasarkan UU 

No.15 Th 2004 

tentang 

Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 

Tanggungjawab 

Keuangan 

Negara dan UU 

No.15 Th. 2006 

tentang Badan 

Pemeriksaan 

Keuangan

Jumlah Laporan 

Keuangan PD 

sesuai dengan 

SAP/Jumlah 

Laporan Keuangan 

PD x 100%

Jumlah Perda dan 

Pergub APBD murni 

dan perubahan tepat 

waktu/Jumlah Perda 

dan Pergub APBD 

murni dan perubahan 

X 100%

Jumlah Realisasi 

belanja sesuai 

dengan aturan dan 

persyaratan yang 

berlaku/Jumlah Pagu 

Anggaran X 100%

INDIKATOR  

KEGIATAN
FORMULA

TARGET KINERJA
SATUAN

INDIKATOR  

PROGRAM
FORMULA

TARGET KINERJA ANGGARAN
NAMA KEGIATAN

SASARAN 

KEGIATAN
TUJUAN

INDIKATOR 

TUJUAN

KONDISI 

AWAL

TARGET 

TH KE 5
FORMULA SATUAN SASARAN INDIKATOR 

SASARAN
FORMULA

IKU RPJMD IKD

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

SATUAN
TARGET NAMA 

PROGRAM

SASARAN 

PROGRAM

NO MISI TUJUAN INDIKATOR 

TUJUAN

TARGET 

TUJUAN
SASARAN 

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG (PERUBAHAN)

TAHUN 2020-2024

RPJMD RENSTRA BPKAD



Kegiatan Penunjang Urusan 

Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Meningkatnya Kewenangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah

Persentase kegiatan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan 

aturan yang berlaku

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Pengelolaan Data 

dan Implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah 

Daerah Lingkup Keuangan 

Daerah

Mengembangkan sistem 

Informasi Keuangan 

Daerah

Persentase PD yang 

mengaplikasikan Sistem 

Informasi  Keuangan 

daerah yang akuntabel dan 

terintegrasi

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas 

dan Pertanggungjawaban 

Laporan keuangan daerah 

Persentase Perda Laporan 

Keuangan Pemda Tepat 

Waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Pembinaan 

Pengelolaan Keuangan 

daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pembinaan 

Evaluasi pengelolaan 

keuangan Kab/ Kota serta 

investasi pemerintah 

daerah

Persentase Kab/ Kota yang 

menetapkan APBD tepat 

waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kapasitas 

Pengelolaan Aset/ 

Barang Milik 

Daerah

Persentase Kualitas 

dan Kapasitas 

Pengelolaan Aset/ 

Barang Milik Daerah

100% 100% 100% 100% Persentase               6.075.914.300,00              6.930.942.200,00               6.913.542.200,00              7.604.896.420,00 Kegiatan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Meningkatnya Pengelolaan 

Barang Milik Daerah

Persentase Dokumen Aset 

Daerah yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Jumlah Perda 

Laporan Keuangan 

tepat waktu/ Jumlah 

Perda Laporan 

Keuangan dalam 

target x 100%

Jumlah kab/kota yang 

menetapkan APBD 

tepat waktu/15 

Kab/Kota X 100%

Jumlah Laporan 

BMD sesuai 

SAP/Jumlah 

Laporan BMD yang 

ada x 100%

Jumlah Penyusunan 

Dokumen aset 

Daerah tepat waktu/ 

Jumlah Dokumen 

Aset dalam target X 

100%

Jumlah Laporan 

Keuangan PD 

sesuai dengan 

SAP/Jumlah 

Laporan Keuangan 

PD x 100%

Jumlah kegiatan 

pengelolaan 

keuangan daerah 

yang 

terealisasi/Jumlah 

kegiatan pengelolaan 

keuangan daerah 

dalam target X 100%

Jumlah PD yang 

mengaplikasikan 

Sistem Informasi  

Keuangan daerah 

yang akuntabel dan 

terintegrasi/1 Provinsi 

dan 48 PD X 100%



PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Meningkatnya 

Pelayanan 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Persentase layanan 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% Persentase          105.468.371.724,00          100.681.985.835,94          100.919.165.436,00          111.011.081.979,60 Kegiatan Perencanaan,    

Penganggaran,    dan    

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Perencanaan 

dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Persentase Dokumen 

Perencanaan dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Pelayanan 

Administrasi Keuangan PD

Persentase Layanan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah yang 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Administrasi 

Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Administrasi 

Barang Milik Daerah

Persentase penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentasi

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Meningkatnya pelayanan 

administrasi kepegawaian 

PD

Persentase pelayanan 

administrasi kepegawaian 

yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya pelayanan 

administrasi umum PD

Persentase pelayanan 

administrasi Umum yang 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Pengadaan  

Barang  Milik  Daerah  

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pengadaan  

Barang  Milik  Daerah 

Persentase Pengadaan  

Barang  Milik  Daerah  tepat 

waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Penyediaan       

Jasa       Penunjang       

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Meningkatnya pelayanan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah

Persentase pelayanan Jasa  

Penunjang Urusan 

Pemerintah tepat waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah 

Persentase Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah tepat 

waktu

100% 100% 100% 100% Persentase

Jumlah pengadaan 

barang milik daerah 

tepat waktu/Jumlah 

pengadaan barang 

milik daerah X 100%

Jumlah penyediaan 

jasa penunjang 

urusan Pemerintah 

tepat waktu/Jumlah 

penyediaan jasa 

penunjang urusan 

Pemerintah X 100%

Jumlah pemeliharaan 

barang milik daerah 

tepat waktu/Jumlah 

Pemeliharaan barang 

milik daerah X 100%

Jumlah Laporan 

BMD sesuai 

SAP/Jumlah 

Laporan BMD yang 

ada x 100%

Jumlah Penyusunan 

Dokumen aset 

Daerah tepat waktu/ 

Jumlah Dokumen 

Aset dalam target X 

100%

Jumlah layanan 

administrasi 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

yang 

terealisasi/Jumlah 

layanan 

administrasi 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

x 100%

Jumlah Dokumen 

Perencanaan dan 

Dokumen evaluasi 

kinerja perangkat 

daerah tepat 

waktu/Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan dan 

Dokumen evaluasi 

kinerja perangkat 

daerahx100%

Jumlah Layanan 

Administrasi 

Keuangan tepat 

waktu/Jumlah layanan 

administrasi 

keuangan X 100%

Jumlah Dokumen 

barang milik daerah 

tepat waktu/Jumlah 

penyusunan 

Dokumen barang 

milik daerah X 100%

Jumlah layanan 

administrasi 

kepegawaian tepat 

waktu/Jumlah layanan 

administrasi 

kepegawaian X 100%

Jumlah layanan 

administrasi umum 

tepat waktu/Jumlah 

layanan administrasi 

umum X 100%



Jumlah pemeliharaan 

barang milik daerah 

tepat waktu/Jumlah 

Pemeliharaan barang 

milik daerah X 100%

Jumlah layanan 

administrasi 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

yang 

terealisasi/Jumlah 

layanan 

administrasi 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

x 100%




